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KEMENDAGRI. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN
2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dengan adanya  dinamika hukum  yang
berkembang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama
Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia
Pembakuan Nama Rupabumi sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama
Rupabumi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);

5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang
Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian
Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan
Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan,
dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama
Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi
Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);

6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA
RUPABUMI.

Pasal 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:
1. 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan
Nama Rupabumi; dan
2. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia
Pembakuan Nama Rupabumi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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